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PENGELOLAAN SURAT MASUK
No Jenis Produk Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Jangka Biayal Tarif Produk Penanganan
Pelayanan Prosedur Waktu Pelayanan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Pengeloiaan - Tanda Terima 1. Mengambil Nomor
15 Gratis Surat Masuk
SlratMasik - Surat Antrian Menit
Website :
- Surat 2. Memanggil para o
- Buku agenda surat pemohon Iayanf':ln sesual Gratis Surat Masuk | sungaipenuh.go.id
nomor urut antrian 15
masuk :
Menit
Surat 3. Menyerahkan ourat
Kepada Petugas PTSP Emall:
epaqa rewugas 15 Menit Gratis Surat Masuk !
- Scanner Kesekretariatan pnsungaipenuh@y
ahoo.com
- Surat 4. Mendaftarkan Surat
- Dokumen Masuk Ke Aplikasi PTSP 10 Menit Gratis Surat Masuk

Elektronik




- Aplikasi PTSP

- Data Surat Masuk . Mendisposisi

Surat Masuk 15 Menit Gratis Surat Masuk
- Data Surat Masuk . Mendisposisi

Surat Masuk 15 Menit Gratis Surat Masuk
- Surat Mastk . Menindak Lanjuti Surat

Masuk 5 Menit Gratis Surat Masuk
E urat viasu . Mencetak disposisi

Surat Masuk 5 Menit Gratis Surat Masuk

- Surat Masuk . Mendistribusikan Suraf
yang sudah didisposisi 10 Menit Gratis Surat Masuk

ke bagian-bagian
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Jenis Produk Sistem, Mekanisme, Dan Jangka - Fenanganan
No Pelayanan Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/ Tarif| Pelavanah Pengaduan, Saran
y Dan Masukan
- Surat
- Surat . Menyerahkan Surat; 1 Menit Masuk
" . Menerima Surat dari Sub - Surat Website
- urat Bagian: 1 Menit Masuk
agian; WWW.pn-
~Siirat . Memberi nomor agenda Biaya _ Surat sungaipenuh.go.id
- Buku Agenda surat keluar sesuai 2 Menit sesuai Masuk
Surat Keluar i i
P Pengelolaan dengan kiasifikasi; dengan Eraiis
Surat Keluar - Surat . Menscan surat sesuai _ - Sura WWW.pn-
- Scanner dengan nomor surat; 1 Menit | jokasi tujuan masuk sungaipenuh.go.id
—=—Surat
- Dokumen Elektronik . Menginput surat kedalam _
- Aplikasi PTSP aplikasi PTSP; 2 (M5
- Buku £Ekspedisi
Surat Keluar . Mengirim surat keluar; 2 Menit
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KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

Sarana Dan Jaminan
Jenis Produk Prasarana. Dan/ Kompetensi | Pengawasan Jumiah Jaminan Keamanan Dan | Evaluasi Kinerja
No Pelayanan Dasar Hukum 2 Pelaksana Internal Pelaksana Pelayanan Keselamatan Pelaksana
Atau Fasilitas
Pelayanan
1 Permintaan - Undang-undang No. 48 - Komputer/ - SDMterdiri |- Pengawasan - 1Petugas | - Pelayanan - Telah - Evaluasi
Barang Thn 2009; Laptop dari Lulusan | oleh Hakim berdasarkan | ditetapkan Dilakukan
Persediaan - Surat Edaran MARI No.5 - Printer S1 Hukum Pegawas permintaan dalam anggaran | perbulan guna
ATK Bulanan X - Masing- Bidang Umum ATK masing- | (DIPA Mengevaluasi
( ulanan) | Tahun 1996; masing dan Kguangan - o ) Kebutuhan ATK
| Keputusan KMA RI petugas masing berdasarkan disetiap bidang;
No.143/KMA/SKVIII2007; ditempatkan bidang SOP
- Keputusan KMA RI sesuai
No.145/KMA/SKVIII/2007; dengan
- Peraturan MA RI No.07 kompetensi
Tahun 2015; nya
- Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012;




Permintaan - Undang-undang No. 49 - Komputer/ [ SDM teraifi - Pengawasan |- 1 Petugas [-Pelayanan - Telah ditetapkan [- Evaluasi
Barang Thn 2009; Laptop dari Lulusan | oleh Hakim berdasarkan dalam anggaran | dilakukan setiap
Persediaan _ Surat Edaran MARI No.5 - Printer 81 Hukum P_egawas permintaa]n (DIPA) hari guna
(ATK Harian) Tahun 1996: Mas!ng- Bidang Umum ATK masing- berdasarkan Memenuhi
y masing dan Keuangan masing bidang | SOP kebutuhan ATK
- Keputusan KMA RI petugas disetiap bidang:
No.143/KMA/SK/VIII2007; ditempatkan
- Keputusan KMA Rl sesuai
No.145/KMA/SKVIII2007, dengan
- Peraturan MA Ri No.07 kompetensi
Tahun 2015; nya
- Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012;
Pengelolaan - Undang-undang No. 49 - Komputer/ - SDM terdini - Pengawasan | - 1 Petugas |- Memenuhi - Telah - Evaluasi
Aplikasi Thn 2008; Laptop dari Lulusan | oleh Hakim permintaan ditetapkan ditakukan untuk
Persediaan . Surat Edaran MARI No.5 - Printer S1 Hukum Pagawas dari masing- dalam anggaran | Mendapatkan
(Kegiatan Tahun 1996: - Buku Agenda Bidang Umum masing bidang | (DIPA) Laporan
Harian) . Keputusan KMA RI Surat Masuk dan Keuangan berdasarkan Persediaan
No.143/KMA/SK/VINI/2007; SOP
- Keputusan KMA Ri
No.145/KMA/SK/VIII/2007;
- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012;
:;;;E:;?Iaan l_f_:gaznogog;n dang No. 49 Ilf:g:g:terl - SDM terdiri | Pengawa.san - 1 Petugas- Pglayanan - Tglah - Eyaluasi
Persediaan | Surat Edaran MARI No.5 - Printer dari Lulusan | oleh Hakim berdqsarkan ditetapkan dilakukan agar
Persemester/P S1 Hukum Pegawas permintaan dalam anggaran | Mendapatkan
ertahun Tahun 1996; Bidang Umum ATK masing- | (DIPA) BA opname dan
- Keputusan KMA Ri dan Keuangan masing bidang | berdasarkan Laporan
- Keputusan KMA RI
No.145/KMA/SK/VINI2007,
Peraturan MA Rl No.07




Tahun 2015:;
Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012;

“Pencatatan - Undang-undang No. 49 - Komputer/ | SDM terdiri | - Pengawasan { 1 Petugas | Pelayanan - Telah ditetapkan | Evaluasi
Transaksi Thn 2009; Laptop dari Lulusan oleh Hakim berdasarkan dalam anggaran | dilakukan agar
Barang Mitik | Surat Edaran MARI No.5 - Printer S1 Hukum Pegawas permintaan (DIPA) '

Negara dalam Bidang ATKmasing- | perdasarkan Transaksi BMN

Aplikasi denae '98o; LIMEIE Ban masing bid tercatat dalam

d Keuangan gbidang | gop @ a_
siMak-BMN  Keputusan KMA R B aplikasi SIMAK
No. 143/KMA/SK/VIINI/2007; BMN
- Keputusan KMA RI
No.145/KMA/SK/VIiIIF2007;
-Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012;
Pelaporan - Undang-undang No. 49 - Komputer/ [ SDMterdiri |- Pengawasan { 1 Petugas - Pelayanan - Telah L Evaluasi
Aplikasi Thn 2009; Laptop dari Lulusan oleh Hakim berdasarkan ditetapkan ditakukan agar
SIMAK-BMN | gyrat Edaran MAR! No.5 - Printer 1 Hlkim Fegawas permintaan ATK | 4a1am anggaran | persediaan
Persemester/P 1 Bidang gsing-masing DIPA dapat
ertahun L Umum dan bidang (DIPA) apa o
- Keputusan KMA RI T —— berdasarkan mengkompilasi
No.143/KMA/SKVIII/2007; SOP laporan dengan
- Keputusan KMA RI SIMAK BMN;
No.145/KMA/SK/VIII/2007,;
- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
- Peraturan Sekma
No.0DZ Tahun 2015;
Usulan - Undang-undang No. 49 - Komputer/ | SDMterdiri | Pengawasan |- 1 Petugas - Pelayanan - Telah L Evaluasi
Penetapan Thn 2009; Laptop dari Lulusan | oleh Hakim berdasarkan ditetapkan dilakukan untuk
Status - Surat Edaran MARI No.5 - Printer S$1 Hukum Pegawas permintaan dalam anggaran | dapat usuian
Penggunaan | Tahun 1996; Bidang Umum ATKmasing- | (DIPA) Penetapan
(PSP) BMN | Keputusan KMA RI dan Keuangan masing bidang | berdasarkan Status
No.143/KMA/SK/VIN/2007; sSOoP Penggunaan




Keputusan KMA RI
No.145/KMA/SK/VII/2007,
- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;

- Peraturan Sekma

No0.002 Tahun 2015;

- PMK No.96 tahun 2007
tentang tata cara
pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan,
penghapusan dan
pemindahtanganan BMN

- Keputusan Kepala Badan
Urusan Administrasi MA RI
No. 115A/BUA/SKNI/2011,
tentang pelimpahan sebagai
wewenang kepada Kepata
Biro Perlengkapan MARI
dan Ketua Pengadilan
Tingkat Banding di
Lingkungan MARI untuk dan
atas nama BUA MARI
mengajukan permohonan
persetujuan penetapan
status penggunaan BMN;

lzin
Penggunaan
Barang Milik
Negara

Thn 2009;

- Surat Edaran MARI No.5
Tahun 1996;

- Keputusan KMA RI

No.143/KMA/SK/NII/2007;
- Keputusan KMA RI
No.145/KMA/SK/NVIN/2007;
+ Peraturan MA Rl No.07
Tahun 2015;

—Undang-undang No 49—

BMN
—KomputerLapt TSP\ terdin | Pengawasan |- 1 Pefugas- Pelayanan “Telah CEvaluasi
op dari oleh Hakim untuk ditetapkan dilakukan untuk
- Printer Lulusan Pegawas memberikan dalam anggaran |{ Dapat
- Scanner D3- S1 Bidang Umum izin (DIPA) Menginventarisi
- Buku Agenda Hukum dan Keuangan menggunakan berdasarkan r BMN yang
Surat Keluar BMN sop Akan
digunakan.




Peraturan Sekma

No0.002 Tahun 2012;

9 Pengembalian | Undang-undang No. - Komputer/Lapt |- SDMterdiri | - Pengawasan | - 1 Petugas - Pelayanan - Telah | Evaluasi
Barang Milik 49 Thn 2009, op dari oleh Hakim untuk ditetapkan dilakukan untuk
Negara - Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas mer;j;embalikan dalam dapat

Tahun 1996; - Scanner D3- 51 Bidang e anggaran melaporkan
| Keputusan KMA RI -Buku Agenda | Hukum Limumydar (DIPA) kepada
No.143KMA/SKVIIN2007: Surat Keluar Rehangan berdasarkan | sekretaris BMN
- Keputusan KMA RI SOP yang
No.145/KMA/SKNVII1/2007; diserahkan oleh
- Peraturan MA RI No.07 pengguna.
Tahun 2015; Peraturan
Sekma No.002 Tahun
2012;

10 | Pemutakhiran | orndang-undang No: -Komputer/Lapt |- SDMterdiri | - Pengawasan | - 1 Petugas - Pelayanan -Telah Evaluasi
Daftar Barang | 49 Thn 2009; op dari oleh Hakim berdasarkan ditetapkan dilakukan untuk
Ruangan - Surat Ef:ran MARI No.& - Printer Lulusan Pegawas masing- dalam dapat
(DBR Tahun 1996; D3- S1 Bidan masing bidan

" | epusan kAR Rukom | Grmom dan AV | erogaran | melakuan

No.143/KMA/SKNVI1/2007; Keuangan berdasarkan DBR.

- Keputusan KMA RI SOP
No.145/KMA/SIK/VII/2007;

+ Peraturan MA Rl No.Q7
Tahun 2015;

- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2012;

11 | Perpindahan [ ondang-urdang iNo. - Komputer/Lapt | - SDMterdiri | - Pengawasan | - 1 Petugas - Pelayanan - Telah - Evaluasl
Barang 49 Thn 2009; op dari oleh Hakim berdasarkan ditetapkan dilakukan untuk
Ruangan - Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas masing- dalam dapat

Tahun 1996; D3- 81 Bidang masing bidang | anggaran mengusulkan
- Keputusan KMA RI Hukum Umum dan (DIPA) perpindahan
NO.143/KMA/SKNVII/2007; Keuangan berdasarkan barang
- Keputusan KMA Ri SOP ruangan.




No.145/KMA/SK/VII2007;
- Peraturan MA RI No.07

Tahun 2015;
- Peraturan Sekma
No0.002 Tahun 2012;
12 | Pengecekan  Undang-undang No. - Komputer/Lapt | - SDM terdiri | - Pengawasan [ - T Petugas - Pelayanan - Telah . Evaluasi
Barang Rusak | 49 Thn 2009; op dari oleh Hakim berdasarkan ditetapkan dilakukan untuk
- Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas masing- dalam mendata
Tahun 1996; D3- 81 Bidang masing DBR anaaaran barandg van
- Keputusan KMA RI HISEEH Umun dan yang rusak (DIQF?A) msa\kgbgrat%'J
No.143/KMA/SKMII/2007; Keuangan berdasarkan
- Keputusan KMA RI SOP
No.145/KMA/SK/NVIIF2007;
- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2012;
13 [ Hibah Barang [ onaang-undang-Ne—————gomouteriapt |- SDM terdin |- Pengawasan | - T Pefugas | Pelayanan “Telan [ Evaluasi
Dari Pihak 49 Thn 2009; op dari oleh Hakim berdasarkan | ditetapkan dilakukan untuk
Ketiga - Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas Hibah yang dalam anggaran | dapat menerima
Tahun 1996; D3- S1 Bidang masuk (DIPA)
- Keputusan KMA Rl Hukum Umum dan berdasarkan barang hibah dan
No.143/KMA/SK/VIN/2007; Keuangan SOP memproses ke
- Keputusan KMA Ri aplikasi.
No. 145/ KMA/SK/VINZ007;
- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2012;
14 | Pemiliharaan :‘fg ._dring;gr;gang e - Buku Agenda |- SDM terdiri |- Pengawasan 11-2 - Pelayanan i ] .
Peralatan dan n ' Surat Masuk dari oleh Hakim Petugas berdasarkan Telah Evaluasi
Mesin - Surat Edaran MARI No.5 Lulusan Pegawas Tugas ditetapkan ditakukan untuk
Tahun 1996; SMA- S1 Bidang masing- dalam dapat
Hukum Umum dan masing anggaran menginventarisi




- Keputusan KMA RT Keuangan No.143/KMA/SKNVII/2007; petugas (DIPA) r laporan
berdasarkan permintaan

- Keputusan KMA RI SOP setiap bidang
No. 145/KMA/SKVII/2007;

- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;

- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2015;

15 | Penghapusan | Undang-undang No. 49 ~Komputet/l-apt | -SDMterdin | Pengawasan - 1 Petugas - Pelayanan - Telah L Evaluasi
Barang Biring | Thn 2009; op dari oleh Hakim berdasarkan | ditetapkan dilakukan untuk
Negara - Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas barang yang dalam dapat

Tahun 1996; S Bidang Umum akan dihapus | anggaran menginventarisi
| Keputusan KMA RI dan Keuangan (DIPA) r laporan
No.143/KMA/SK/VII/2007; berdasarkan | barang-barang
| Keputusan KMA RI SOP yang tidak layak
No.145/KMA/SK/VIII2007; pakai dari
- Peraturan MA RI No.07 aplikasi SIMAK
Tahun 2015; BMN
Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012; ~ _
16 | Penerimaan |- Undang-undang No. 49 -Komputer/Lapt | - SDM terdiri | - Pengawasan [~ T Petugas- elayanan - Telah -Evaluasi
Buku Thn 2009; op dari cleh Hakim ditakukan ditetapkan ditakukan untuk
- Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas oleh petugas dalam anggaran | dapat
Tahun 1996: SMA lBJ'ma“Q perpustakaa | (DIPA) menginput data
um dan berdasarkan
- Keputusan KMA R Keuan n buku kedalam
gan SOP o
No.143/KMA/SK/VIIN/2007, aplikasi.
- Keputusan KMA RI
No.145/KMA/SK/VIIIZ007,
- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012;
[ 17 | Peminjaman |- Undang-undang No. 49 - Komputer/Lapt | -SDM terdiri |-Pengawasan | _ 1 petugas |- Pelayanan | -Telah B Evaluasi




Buku Thn 2009; op dari oleh Hakim difakukan ditetapkan dilakukan untuk
L Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas oleh petugas berdasarkan dapat
Tahun 1996: SMA Bidang Umum perpustakaa | SOP meminjamkan
. Keputusan KMA RI dan Keuangan n buku kepada
No.143/KMA/SK/VII1/2007; yang
- Keputusan KMA RI memerlukan.
No.145/KMA/SK/NIIf2007;
- Peraturan MA RI No.Q7
Tahun 2015;
- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2012;
18 | Pengembalian | Undang-undang No. 49 -Komputer/Lapt |- SDMterdii | Pengawasan | - 1 Petugas -|Pélayanan - Telah L Evaluasi
Buku Thn 2009; op dari oleh Hakim dilakukan ditetapkan dilakukan untuk
- Surat Edaran MARI No.5 - Printer Lulusan Pegawas oieh petugas berdasarkan dapat
Tahun 1998; SMA Bidang Umum perpustakaa SOP meminjamkan
- Keputusan KMA Ri dan Keuangan n buku kepada
No. 14 3/KMA/SKVIIN2007, yang
- Keputusan KMA RI memeriukan.
No.145/KMASKMIII/2007;
+ Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2012;

10 | Pengelofaan | Undang-undang-No—+7————taptop - SDMterdiri | Pengawasan | - 1 Petugas | - Pélayanan -Telah L Evalias
Administras Thn 2003 tentang - Printer dari oleh Hakim dilakukan ditetapkan dilakukan untuk
Keuangan keuangan Negara; Lulusan S1 | Pegawas oleh petugas | dalam dapat
(Pembuatan | Undang-undang No. 1 Hukum Bidang Umum pengelola anggaran mendapatkan
Specimen tahun 2004 tentang dan Keuangan anggaran (DIPA) blanko pejabat.
Tanda Perbandaharaan Negara berdasarkan
emgan) - PMK No.190 Thn. 2012 SOP

tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran




Pendapatan dan belanja

Negara

- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;

- Peraturan SEKMA
No.2 tahun 2013;

- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2012;

20 | Pengelolzan  F Undang-undang No. 17 - Laptop - SDM terdiri |- Pengawasan | - 1 Petugas- Pelayanan - Telah - Evaluasi
Administrasi Thn 2003 tentang - Printer dari oleh Hakim dilakukan oleh | ditetapkan dilakukan untuk
Keuangan keuangan Negara; Lulusan S1 | Pegawas petugas dalam dapat
(Pembuatan | ypgang-undang No. 1 Hukum Bidang Umum pengelola anggaran mengelola
g:;a}lgg:tltas tahun 2004 tentang dan Keuangan anggaran (DIPA) Administrasi
Surat Perintah | Feé'bandaharaan Negara berdasarkan Keuangan
Membayar L PMK No.180 Thn. 2012 SOP berdasarkan
(SPM) / tentang tata cara kebutuhan.
Pengambil pembayaran dim rangka
Surat pelaksanaan Anggaran
Pencairan Pendapatan dan
Dana (SP2D) | pejanja Negara

- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;

- Peraturan SEKMA No.2
tahun 2013; Peraturan
Sekma No.002 Tahun
2012,

21 | Pembayaran l ) ' —taptop - SDM terdiri | Pengawasan- 1|Petugas - Pelayanan - Telah - Evaluasi
Gaiji Induk Thn 2003 tentang - Printer dari oleh Hakim dilakukan ditetapkan dilakukan untuk

keuangan Negara; Lulusan 81 | Pegawas oleh petugas | dalam anggaran | dapat membuat

- Undang-undang No. 1 Hukum Bidang Umum pengelola (DIPA) daftar gaji
tahun 2004 tentang dan Keuangan anggaran berdasarkan pegawal.
Perbandaharaan Negara SOP

+ Peraturan Pemerintah




No0.94 thn 2012 tentang
Hak Keuangan Kehakiman
- PMK No.180 Thn 2012
tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja
negara,
- Peraturan SEKMA
No.2 tahun 2013;
- Peraturan Sekma
No.002 Tahun 2012;

22

Pembayaran
Gaji Susulan

- Undang-undang No. 17
Thn 2003 tentang
keuangan Negara;
L Undang-undang No. 1
tahun 2004 tentang
Perbandaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah
No.94 thn 2012 tentang
Hak Keuangan Kehakiman
- PMK No.190 Thn 2012
tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja
negara;
- Peraturan SEKMA No.2
tahun 2013; Peraturan
Sekma No.002 Tahun
2012;

- Laptop
- Printer

- SDM terdiri
dari
Lulusan S1
Hukum

- Pengawasan
oleh Hakim
Pegawas
Bidang Umum
dan Keuangan

- 1 Petugas

- Pelayanan
dilakukan
oleh petugas
pengeiola
anggaran

- Telah
ditetapkan
dalam anggaran
(DIPA)
berdasarkan
SOP

~“Evaluasi
dilakukan
untuk dapat
membuat
daftar gaji
pegawai yang
belum
mendapatkan

gaiji.

23

Pembayaran
Kekurangan
Gaji Pegawai

- Undang-undang No. 1/
Thn 2003 tentang

- Laptop
- Printer

- SDM terdiri
dari
Lulusan $1

- Pengawasan
oleh Hakim

Pegawas

- 1 Pelugas- P

efayanan
dilakukan oleh

- Telah
ditetapkan

- Evaluasi
dilakukan untuk




keuangan Negargz,; Hukum Bidang Umum petugas dalam anggaran | dapat membuat

- Undang-undang No. 1 dan Keuangan pengelola (DIPA) daftar
tahun 2004 tentang anggaran berdasarkan kekurangan gaiji
Perbandaharaan Negara SOP pegawai.

- Peraturan Pemerintzah
No.94 thn 2012 tentang
Hak Keuangan Kehakiman

- PMK No.190 Thn 2012
tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja
negara;

- Peraturan SEKMA No.2
tahun 2013, Peraturan
Sekma No.002 Tahun
2012;

24 | Pembayaran rUndang-undangNo. 17— |- Laptop TSDMterdii | Pengawasan |- 1 Petugas | - Pelayanan - Telah CEvaluasi
Uang Makan | Thn 2003 tentang - Printer dari oleh Hakim dilakukan ditetapkan dilakukan untuk

keuangan Negara; - Jaringan Lulusan S1 | Pegawas oleh petugas | dalam dapat

- Undang-undang No. 1 internet Hukum Bidang Umum yang anggaran membayar uang
tahun 2004 tentang dan Keuangan memegang (DIPA) makan pegawai.
Perbandaharaan Negara aplikasi berdasarkan

- PMK No.190 Thn, 2012 komdanas SOP
fentang tata cara dan
pembayaran dim rangka pengeloia
pelaksanaan Anggaran anggaran

Pendapatan dan belanja
Negara

. Peraturan MA RI No.07

Tahun 2015;

- Peraturan SEKMA No.2

tahun 2013,




Peraturan Sekma No.002
Tahun 2012;

25

Pengajuan
Remunisasi

- Undang-undang No. 17
Thn 2003 tentang
keuangan Negara;

- Undang-undang No. 1

tahun 2004 tentang

Perbandaharaan Negara
- PMK No.190 Thn. 2012

tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan

belanja Negara

- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;

- SK KMA Nomor 177
Tahun 2015 tentang
unjangan Khusus Kinerja
Pegawai Negeri
Mahkamah Agung RF;

- Peraturan Sekma No.
2 Tahun 2013;

- Laptop

- Printer

- Jaringan
Internet

- SDM terdiri
dari
Lulusan S1
Hukum

- Pengawasan- 1
oleh Hakim
Pegawas
Bidang Umum
dan Keuangan

Petugas

- Pelayanan

dilakukan oleh
petugas
aplikasi
komdanas dan
pengelofa

anggaran

- Telah
ditetapkan
dalam
anggaran
(DIPA)
berdasarkan

SOP

- Evaluasi
dilakukan untuk
dapat
membayar uang
tunjangan
pegawai.

26

Pengajuan
Uang
Persediaan/Ta
mbahan Uang
Persediaan
(UP/TUP)

- Undang-undang No. 17
Thn 2003 tentang

keuangan Negara;
L Undang-undang No. 1

tahun 2004 fentang
Perbandaharaan Negara
- PMK No.180 Thn. 2012
tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran

-Laptop
- Printer

- SDM terdiri
dari
Lulusan 81
Hukum

- Pengawasan
oleh Hakim
Pegawas
Bidang Umum
dan Keuangan

T Petugas -

elayanan
dilakukan oleh
petugas
pengelola
anggaran

- lelah
ditetapkan
dalam anggaran
(DIPA)
berdasarkan
SOP

- Evaluasi
dilakukan untuk
dapat
melakukan
pengajuan uang
persediaan/tam
bahan uang

persedian.




Pendapatan dan belanja

Negara

- Peraturan MA Rl No.07
Tahun 2015;

- Peraturan Sekma No.
2 Tahun 2013;

- Peraturan SEKMA
Nomor 002 Tahun 2012;

27 | Pembayaran [ Undang-undang No. 17 - Lapiop - SDM terdiri | Pengawasan - 1 Petugas -[Pelayanan - Telah - Evaluasi
dan Thn 2003 tentang - Printer dari oleh Hakim dilakukan oleh | ditetapkan dilakukan untuk
Penggantian keuangan Negara; Lulusan 81 | Pegawas petugas dalam anggaran | dapat
UP/TUP . Undang-undang No. 1 Hukum Bidang Umum pengelola (DIPA)} melakukan

tahun 2004 tentang dan Keuangan anggaran berdasarkan pembayaran
Perbandaharaan Negara SOP dan
- PMK No.190 Thn. 2012 penggantian
tentang tata cara UP/TUP.
pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan
belanja Negara
- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;
- Peraturan Sekma No.
2 Tahun 2013;
Peraturan SEKMA Nomor
002 Tahun 2012;

28 | Pembayaran [ ondang=urdang No—t7—~taptop ~SDMterdii | Pengawasan | - 1 Petugas- Felayanan ~Telah CEvaluasi
Langsung Thn 2003 tentang - Printer dari oleh Hakim dilakukan ditetapkan dilakukan untuk
Kepada Pihak | keuangan Negara; Lulusan S1 | Pegawas oleh petugas | dalam anggaran | dapat
Ketiga - Undang-undang No. 1 Hukum Bidang Umum pengeloia (DIPA) melakukan

tahun 2004 tentang dan Keuangan anggaran berdasarkan pembayaran
Perbandaharaan Negara SOP langsung

- PMK No.120 Thn. 2012

kepada pihak




tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan belanja
Negara

- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;

- Peraturan Sekma No. 2

Tahun 2013;
Peraturan SEKMA Nomor
002 Tahun 2012;

ketiga.

29

Pengelolaan
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak

- Undang-undang No. 17
Thn 2003 tentang
keuangan Negara;

- Undang-undang No. 1
tahun 2004 tentang
Perbandaharaan Negara

- Peraturan Pemerintah

No.53 tahun 2008 tentang
Tarif atas Jenis PNBP yang
berlaku pada Mahkamah
Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya

- PMK No.190 Thn. 2012
tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan belanja
Negara

- Peraturan MA RI No.07
Tahun 2015;

. Peraturan Sekma No. 2

- Laptop
- Printer

- SDM terdiri
dari
Lulusan S1
Hukum

- Pengawasan
oleh Hakim
Pegawas
Bidang Umum
dan Keuangan

- 1 Petugas

- Pelayanan
dilakukan oleh
petugas
pengelola
anggaran

- Telah
ditetapkan

dalam anggaran
(DIPA)
berdasarkan
SOP

- Evaluasi
dilakukan untuk

dapat
melakukan
pengelolaan
pendapatan
negara bukan
pajak (PNBP)




Tahun 2013;
Peraturan SEKMA Nomor

002 Tahun 2012, _

30 [ Laporan - Undang-undang No. 17 - Laptop - SDM terdiri |- Pengawasan | - 1 Petugas |- Pelayanan - Telah - Evaluast
Keuangan Thn 2003 tentang - Printer dari Lulusan | oleh Hakim dilakukan oleh | ditetapkan dilakukan untuk
(SAIBA) keuangan Negara; 51 Ekonomi | Pegawas petugas dalam anggaran | dapat membuat

- Undang-undang No. 1 Bidang Umum pengelola (DIPA) laporan
tahun 2004 tentang dan Keuangan anggaran berdasarkan keuangan dan
Perbandaharaan Negara SOP menginput

- PMK No.190 Thn. 2012 kedalam
tentang tata cara aplikasi SAIBA

pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan belanja
Negara

. Peraturan MA Rl No.07
Tahun 2015;

- Peraturan Sekma No.
2 Tahun 2013;

- Peraturan SEKMA
Nomor 002 Tahun 2012;
- Peraturan SEKMA
No.003/Sek12/SK/2012
tentang Pedoman
Akuntansi dan

Pelaporan;




Laporan - Undang-undang No. 17 - Laptop - SDM terdiri | Pengawasan - 1Petugas -[Pelayanan - Telah - Evaluasi

Realisasl Thn 2003 tentang - Printer dari Lulusan | oleh Hakim dilakukan ditetapkan dilakukan untuk
Inggaran keuangan Negara; S1 Ekonomi | Pegawas oleh petugas | dalam anggaran | dapat membuat
- Undang-undang No. 1 Bidang Umum pengelola (DIPA) laporan
tahun 2004 tentang dan Keuangan anggaran berdasarkan Realisasi
Perbandaharaan Negara SOP Anggaran.

- PMK No.190 Thn. 2012
tentang tata cara
pembayaran dim rangka
pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan

belanja Negara

- Peraturan MA Ri No.07
Tahun 2015;

- Peraturan Sekma No.
2 Tahun 2013;

- Peraturan SEKMA
Nomor 002 Tahun 2012;
Peraturan SEKMA
No.003/Sek12/SK/2012
tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan;




